PUTUSAN
Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Clg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara :

XHOXXXXOOOOoxxxxw,  S.Kom., bin Abdul Rasyid Derlauw, umur 26 tahun,
pendidikan S1 agama lIslam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
tinggal di 000000 XXxxxxxxxx, Kecamatan  Grogol Kota

Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXOXOXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam,
pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon

selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh

Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
19 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon
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dengan Register perkara Nomor 701/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan-alasan

sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalipan (Kutipan Akta Nikah Nomor :
151/28/V111/2015 tanggal 09 Agustus 2015);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak sejak 2 (dua) bulan awal pernikahan ketentraman
rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara
Pemohon dengan Termohon vyang terus menerus yang disebabkan
karena:

a. Termohon sudah meminta cerai kepada Pemohon;
b. Termohon memiliki sifat tempramental dan ingin menang sendiri;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah
sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk
menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan lkrar Talak
kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau
tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga

Pemohon memohon Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan
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Bahwa, majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih

dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan  dalil permohonannya Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Tetulis:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/28/VIIl/2015 tanggal 09 Agustus
2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pekalipan, Kabupaten Cirebon bermeterai cukup diberi
stampel Pos dan telah dilegalisir serta telah dicocokan sesuai dengan

aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P);
b. Saksi-Saksi:

1. Fadhly Hutabarat Bin Dahland Hutabarat, dibawah sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

oo i ini i i layanan publik, transparansi dan akuntabilitas
- i i paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pel i akunta
ia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling untut
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-

Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada bulan Agustus 201 5;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga namun belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak
2 bulan sesudah nikah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Termohon mau menang sendiri dan jika Pemohon pulang terlambat,
Termohon tidak mau membukakan pintu;

Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak
berhasil;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak
bulan Oktober 2015;
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Disclaimer

2. Agus Bin Samlawi, dibawah Sumpahnya memberikan kesaksian yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon juga kenal dengan Temohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada bulan Agustus 2015;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga namun belym dikaruniai anak:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak
2 bulan sesudah nikah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
Pemohon yang orang Ambon sering bernyanyi namun Termohon marah
dan tidak senhang;

- Bahwa Saksj sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak
berhasil;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak
bulan Nopember 2015;

mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan inj ditunjuk segala ha| yang
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuaj dengan
ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang
kedua kali Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (3) huruf (a)
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Kompilasi Hukum Islam, oleh karena ity permohonan Pemohon secara formil
dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Termohon telah dipanggil secarg resmi dan patyt tetapi tidak hadir sesuai pasal
26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975:;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara
resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan

sesuai dengan ketentuan Pasa| 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat
diputus tanpa hadimya Termohon (verstek);
Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses medias;j

berusahag memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya

dinilai majelis sebagai berikuyt:
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Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah
dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling
serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,
dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di
samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan
reléva;"n‘“?i']éhgan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat
matéfil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Pemohon
tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan
Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi
tersebut telah memenunhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir,
dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara
hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 168-172 HIR,
sehingga secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi tersebut telah
bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan
bahwg Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan
Agustus tahun 2015 dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, saat ini
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah rumah
sejak bulan Nopember 2015 oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 171-172 HIR sehingga secara materil bukti saksi yang diajukan
Pemohon dapat diterima;

. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta
sebagai berikut;
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1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 09 Agustus 2015, dari pernikahan tersebut belum
dikaruniai anak;

2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun,
disebabkan Termohon selaly tidak membukakan pintu rumah jika
Pemohon pulang malam, Termohon tidak senang dengan kebiasaan
Pemohon yang sering nyanyi lagu-lagu Ambon dan Termohon mau
menang sendiri;

3. Bahwa benar keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Nopember 2015 hingga sekarang;

Menlmbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat
diperbaiki lagi dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan
Termohon karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
ruma,'l sampai sekarang sehingga tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan
rumap tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sebagaimana
rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan sebagaimana
tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Rua s Base i Juns Ll 150l L)yl Sl (a1 (B8 (o ) (s
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan
sayang”.

dan .tujuan  perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang
Nomqr 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak
akan terwu;ud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila
tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan
Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis
berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah
beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menceraikan
Termohon telah beralasan hukum, maka keinginan Pemohon mengikrarkan
talak kepada Termohon dibolehkan pula sebagaimana firman Allah dalam surat
Al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi :

ale poban b 1 b (3Nl 1 ga o 1 g

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan
Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang
waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran
2. Administrasi
3. Panggilan
4. Redaksi

5. Materai

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Panitera Pengganti,

Drs.'Ade Faqih

30.000,00
50.000,00
285.000,00
5.000, 00
6.000. 00

Jumlah
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.

376.000, 00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
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